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NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN

Menimbang

TENAGA KERJA INDONESIA,

bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih
(clean governance) di lingkungan Badan Nasional
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
perlu diberikan akses kepada pegawai dan/atau
masyarakat untuk menyampaikan pengaduan mengenai
terjadinya pelanggaran, penyalahgunaan wewenang
dan/atau tindak pidana korupsi di lingkungan Badan
Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia tentang Pedoman Penanganan
Pengaduan di Lingkungan Badan Nasional Penempatan

dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
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Mengingat

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar
Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4445);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
Undang-Undang Nomor S Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan
Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja

Indonesia;
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8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang
Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 — 2025 dan Jangka
Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai adalah aparatur sipil negara dan pegawai lainnya
yang berdasarkan keputusan pejabat berwenang
diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja di lingkungan
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga
Kerja Indonesia.

2. Pengaduan adalah penyampaian keluhan oleh pengadu
kepada pejabat yang berwenang atas pelanggaran dan
penyalahgunaan wewenang, hambatan dalam pelayanan
kepada masyarakat, dan/atau tindak pidana korupsi
yang dilakukan oleh pejabat atau Pegawai di lingkungan
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga
Kerja Indonesia.

3. Pengaduan Pegawai (Whistleblower) adalah pengaduan
yang disampaikan oleh Pegawai yang mengetahui adanya
dugaan  terjadinya  pelanggaran, penyalahgunaan
wewenang dan/atau tindak pidana korupsi di lingkungan
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga

Kerja Indonesia.
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(1)

(2)

(3)

Pengaduan Masyarakat adalah pengaduan yang
disampaikan oleh masyarakat yang mengetahui adanya
dugaan terjadinya pelanggaran dan penyalahgunaan
wewenang, melakukan hambatan dalam pelayanan
kepada masyarakat, dan/atau tindak pidana korupsi di
lingkungan Badan Nasional Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga
Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut BNP2TKI
adalah Lembaga Pemerintah nonkementerian yang
mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai pelaksana
kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di
Luar Negeri dan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun
2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

Penanganan Pengaduan adalah proses kegiatan yang
meliputi penerimaan, pencatatan, penelaahan,
penyaluran, Identifikasi Khusus, Pengumpulan bahan
dan keterangan, pemeriksaan, pelaporan, tindak lanjut

dan pengarsipan.

Pasal 2
Pegawai atau masyarakat dapat —menyampaikan
Pengaduan.
Pengaduan Pegawai (Whistleblower) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dapat berkaitan dengan:
a. pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang;
dan/atau
b. tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pejabat
dan Pegawai.
Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat berkaitan dengan:
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a. pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang;
b. melakukan hambatan dalam pelayanan kepada
masyarakat; dan/atau

c. tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pegawai.

Pasal 3

Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (3) dapat bersumber dari:

a.

=

moooa 0

(1)

(2)

(1)

(2)

badan/lembaga/instansi pemerintah termasuk
Pemerintah Daerah;

Pegawai;

badan hukum swasta,;

organisasi masyarakat;

media massa; dan

perorangan.

BAB II
TATA CARA PENGADUAN

Pasal 4

Setiap Pegawai yang melihat atau mengetahui terjadinya
pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang, dan/atau
terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan BNP2TKI
wajib menyampaikan Pengaduan.

Masyarakat yang melihat atau mengetahui terjadinya
pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang, hambatan
dalam pelayanan kepada masyarakat, dan/atau
terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan BNP2TKI

dapat menyampaikan Pengaduan.

Pasal 5
Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat
disampaikan dengan cara:
a. langsung; dan/atau
b. tidak langsung.
Pengaduan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a disampaikan dengan cara bertatap muka

www.peraturan.go.id



